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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR: I /Kpts/ KPU-Kab. Pmt/2010

TENTANG

TAHAPAN, PROGRA.M DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKILBUPATI PEMALANG

TAHUN 20IO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Nlenimbang It

b

c

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal l0 ayat (3)
huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara pemilihan Umum;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2, pasal 3
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 huruf a dan huruf d
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan pengangkatan Oai
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal g ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun
2009- tentang Pedoman penyusunan Tahapan, program
d-an Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum KJpala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

!$yu berdasarkan pe(imbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruid perlu
membentuk Keputusan Komisi pemilihan Umr.rm

fa.bunagen 
Pemalang rentang Tahapan. program dan

Jadwal-Penyelenggaraan pemilihan Umurn B-upati dan
Wakil Bupati Pemalang Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1950 rentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalai
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (-Berira Negara
Tahun 1950 Norror 42);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubliI
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undani
Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapun -p.rutr.ui
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
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Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang_Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintuhao Daerj
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548) dan Undang_Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas-Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahin
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59. Tamba=han
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472 l):
lJndang-Undang Nomor 2 Tahun 200g tentang partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun
2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801 );
Undang-Undang Nomor l0 Tahun 200g tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyai
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Limbaran Nesara
Republik Indonesia Nomor 4g36);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilai
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20Og Nomor iZl.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5043);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan pengangkatan, Aui
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44g0) sebagaimana tllah
diubah dengan Peraturan pemerintah Noior t7 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan
Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala OrJ*f, aun
Wakil Kepala Daerah (Lemba.un Ni.gu.^ RepubLi[
Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tamba-han Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4494), ;;;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 falun ZOOZ ientang
Perubahan Kedua Atas peraturan pemerinlah Nomo. ETahun 

. 2005. renrang pemilihan. e.ng..uf,un
Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daeiah danWakil Kepala Daerah {Lembaran Negara R$rilk
Indonesra lahun 2007 Nomor 57. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor CTlgl 

'ii"
Peraturan Pemerintah Nomor 49 fanun ZOO8 ientaig
Perubahan Ketiga atas peraturan pemerintah No.o. ETahun .2005 tenrang pemilihan, p.rg";;;;
Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Dr;;;h ;;;

4

,i

6

7



J

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4g65);

8. Kepulusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tenrang
Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi pemilihan
Umum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun2005 tentang pedoman pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 2005 tentang pedoman pLngelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah; Dan diubah rera-khir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Ta[un
2009 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang pedoman
pengelolaan Belanja pemilihan Umum Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah;

I 0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 3 Tahun
2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

I l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Keria Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 2l
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 200g dan peraturan
Komisi Pemitihan Umum Nomor 37 Tahun 200g
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 200g;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota panitia
Pengawas Pemilihan Umum provinsi, panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupater/Kota dan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatani

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Tata Kerja Komisi pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3l Tahun
2008 tentang Kode Etik Penyelenggara pemilihan
Umum;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun
2009 tentang Tata Naskah;
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16. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 62 Tahun
2009 tentang Pedoman penyusunan Tahapan, program
dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Limum KJpala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

17. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 63 Tahun
2009 tentang pedoman penyusunan Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum provinsi, Komisi pemilihan Umum
Kabupaten /Kota, panitia pemilihan Kecamatan.
Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggara pemungutan Suara dalam pemili'han

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
18. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 64 Tahun

2009 Tentang pedoman pemantau dan Tata Cara
Pemantauan pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

19. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 65 Tahun
2009 Tentang pedoman pelaksanaan Sosialisasi dan
Penyampaian Inlormasi Dalam pemilihan Umum
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

20. Peraturan Komisi pemilihu, LI.r. Nomor 66 Tahun
2O09 Tentang penetapan Norma, Standar, prosedur danKebutuhan pengadaan serta pendistribusian
Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

21. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 67 Tahun2009 tentang penetapan pedoman Tata Cara
Pemutakhiran Data dan Daliar pemilih Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

22. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 6g Tahun

^- 2009 Tentang pedoman Teknis Tata Cu.a p.n.utonun;
23. Peraturan Komisi pemilihan Umum Noro. OS iui;,

2009 tentang pedoman Teknis Kampanye pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala baerahl
24. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomo. ii-'tuhm

2009 tentang pedoman Tata Cara pefurcanuu,
Pcmungutan dan penghitungan Suara pemilihu, U;;;
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ai fe.p"t
Pemungutan Suara;

25. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 73 Tahun2009 tentang pedoman Tata Cara pelat<sanaan
Rekapitulasi Hasil penghitungun f..ot.t un iru.u
Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah a., Wltl
Kepala Daerah oleh panitia pemilihan K;;".";;;,
Komisi pemilihan Umum Kabuparer/Kota, a*i"Jri
Pemilihan Umum provinsi Serta peneta;;; ;il;

^ - 
Terpilih, pengesahan, pengangkatan O", p.flriif *;'"'26. Peraturan Daerah Kabupaten pemalang Nomor'lt
lanul Z.!O.o renrang Anggaran pendapara"n aun Beirnlu
uaerah Kabupalen pemalang Tahun Anggaran 201 0.

l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I 3 I .3 j _ 5Tahun 2006 tenlang pengesahan penrberheniim a""
Pengesahan pengangkaran Bupati pemaian; ;;;#;
Jawa Tengah;

Nlemperhatikan
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Menetapkan

KESATU

KEDT]A

KETIGA

Salinan sesuai dengan
KOMISI PEMILIHAN

Ditetapkan di pemalang
pada tanggal 5 pebruari 2010

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.33 _ 6
Tahun 2006 tentang pengesahan pengangkatan Wakil

- Bupati Pemalang provinsi Jawa Tengah;
3. Hasil Keputusan Rapat pleno Komisi pemilihan

Umum Kabupaten pemalang tanggal 5 pebruari 2010.

MEMUTUSKAN :

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPAT]
DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHLIN 2OIO

Menetapkan Tahapan, program dan Jadwal
Penyelenggaraan pemilihan Umum Bupati dan Wakii
Bupati Pemalang Tahun 2010 sebagaimana tercantum
pad.a. 

_Lampiran. 
yang merupakan bagian tak terpisahkan

oarr Keputusan tnt.

S,egala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada ApBD I(uUufut.n
Pemalang Tahun Anggaran 201 0.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudiai hu.i t.;;;;;
kekeliruan akan dilakukan perbaikan ..Uugui.iru
mestinya.

KETUA.

H.M. ARIEF EFENDI
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